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Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta selama 40 hari kerja. Selama
melaksanakan PKL, praktikan ditempatkan di Bagian Keuangan dan Bagian
Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Dalam melaksanakan PKL ini,
praktikan melakukan berbagai pekerjaan, antara lain membuat anggaran belanja
modal tahun 2020, membuat kalender kegiatan versus realisasi tahun anggaran 2019,
dan membuat revisi CaLK. Selama praktik kerja lapangan, praktikan dituntut untuk
datang tepat waktu, aktif dan tanggap dalam bekerja, dan berkomunikasi baik
dengan karyawan lain. Dari praktik kerja lapangan ini, praktikan dapat
mengaplikasikan langsung ilmu yang di dapat selama perkuliahan. Selain itu,
praktikan juga mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru yang diberikan
selama praktik kerja lapangan ini.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang PKL
Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari perekonomian Indonesia. Hal ini
dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi pada variabel-variabel ekonomi
makro. Begitu pula apabila terjadi perubahan dalam kebijakan APBN yang
diambil pemerintah akan berpengaruh pada perekonomian bangsa.
Penyusunan APBN 2019 mempertimbangkan dinamika perekonomian, baik
itu global maupun domestik yang tercermin dari asumsi dasar ekonomi makro
seperti pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,3%, inflasi dapat
terkendali dalam kisaran 3,5%, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika
Serikat diperkirakan berada pada Rp15.000/dolar AS, dan asumsi-asumsi
lainnya.
Perbendaharaan negara dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
234/PMK.01/2015 mempunyai tugas salah satunya adalah menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran.
Bersamaan dengan tahapan pelaksanaan APBN, K/L dan Bendahara Umum
Negara melakukan pelaporan dan pencatatan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) yang pada akhirnya akan menghasilkan Laporan Keuangan
2Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan keuangan tersebut lalu disusun oleh
Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal sebagai wujud laporan keuangan
pemerintah pusat disampaikan kepada Presiden dalam memenuhi
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Oleh karena itu, pemahaman atas
SAP sangat diperlukan agar terdapat transparansi dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan akuntansi dan keuangan pemerintah.
Mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan akuntansi, sebagai agen
perubahan dan sumber daya manusia kelak diharapkan mampu meningkatkan
taraf perekonomian Indonesia. Untuk mencapai cita-cita ini, diperlukan
pemahaman yang baik mengenai sistem akuntansi, baik sistem akuntansi
keuangan yang berlaku umum maupun sistem akuntansi pemerintah.
Perguruan tinggi harus berusaha semaksimal mungkin untuk
menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten. Sebab, perguruan tinggi
mempunyai peran yang sangat penting dalam menghasilkan tenaga kerja
berkualitas, yang tidak hanya unggul di bidang akademik, tetapi juga di
bidang non akademik. Namun, problematika dalam mempersiapkan bibit
unggul ini adalah memungkinkan adanya perbedaan dengan apa yang telah
mahasiswa pelajari di perkuliahan dengan apa yang terjadi di dunia kerja
sesungguhnya.
3Pelatihan dan praktik langsung menjadi salah satu sarana bagi
mahasiswa bersiap diri untuk turun ke dunia kerja. Praktik Kerja Lapangan
(PKL) diharapkan dapat memberikan gambaran bagi mahasiswa Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, khususnya mahasiswa program Diploma
III (D3) Akuntansi, terhadap apa yang akan dihadapi setelah lulus nanti.
Mahasiswa akan mendapatkan gambaran awal mengenai dunia kerja yang
sesungguhnya melalui PKL.
Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan di Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi DKI Jakarta yang
merupakan unit eselon II di bawah Kemenetrian Keuangan. Organisasi
pemerintahan, khususnya Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta merupakan
tempat yang cocok untuk mempelajari akuntansi pemerintahan.
B. Maksud dan Tujuan PKL
Adapun maksud dan tujuan PKL adalah sebagai berikut:
1. Maksud Praktek Kerja Lapangan adalah:
a. Mempelajari bidang akuntansi secara mendalam dengan
melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kanwil DJPb
Provinsi DKI Jakarta.
4b. Mengaplikasikan ilmu dan teori yang didapat pada saat
perkuliahan.
c. Memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Praktek Kerja
Lapangan untuk mendapat gelar Ahli Madya (A. Md.) di
program studi D3 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta.
2. Tujuan Praktek Kerja Lapangan adalah:
a. Memperoleh pengalaman serta wawasan secara nyata dan
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan teori yang didapat
selama perkuliahan serta mendapat bimbingan langsung dari
para karyawan di Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta.
b. Mendapatkan pengetahuan baru mengenai ilmu-ilmu akuntansi
dari para senior di Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta.
c. Memberikan gambaran mengenai dunia kerja nyata sebenarnya
terutama pada perusahaan yang bekerja secara team work,
sebagai persiapan praktikan dalam menjalankan tugas dengan
penuh tanggung jawab serta dapat bekerjasama dengan baik
sesama anggota tim
5C. Kegunaan PKL
Praktek Kerja Lapangan mempunyai manfaat dan kegunaan yang sangat
banyak bagi instansi yang menjadi tempat pelaksanaan praktek, universitas,
dan praktikan itu sendiri. Kegunaan tersebut antara lain:
1. Bagi Praktikan:
a. Menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan
pada kegiatan yang nyata, dengan demikian penulis dapat
membandingkan dan mengetahui pengetahuan yang penulis
terapkan sebenarnya terjadi pada dunia nyata dengan pada saat
pembelajaran di kelas.
b. Melatih diri agar tanggap dan peka dalam menghadapi situasi
dan kondisi lingkungan kerja serta mempersiapkan langkah-
langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan
lingkungan di masa yang akan datang.
c. Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman untuk
nantinya dapat terjun di lingkungan kerja.
2. Bagi Universitas Negeri Jakarta Program Studi D3 Akuntansi:
a. Mencetak calon tenaga kerja yang terampil dan jujur dalam
melaksanakan tugas. Sifat tersebut dapat menjadi cerminan
6orang luar terhadap Universitas Negeri Jakarta yang
menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas.
b. Memberi masukan untuk mengevaluasi sesuai kurikulum yang
sudah diterapkan dengan kebutuhan tenaga kerja yang terampil
di bidangnya. Dengan adanya masukan untuk mengevaluasi
diharapkan dapat meningkatkan standar kualitas tenaga kerja di
masa yang akan datang.
c. Menjadi sarana pengenalan instansi pendidikan Universitas
Negeri Jakarta khususnya program studi D3 Akuntansi kepada
instansi maupun instansi yang membutuhkan lulusan atau
tenaga kerja yang dihasilkan oleh Universitas Negeri Jakarta.
3. Bagi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara:
a. Memanfaatkan sumber daya yang potensial.
b. Membantu menyelesaikan pekerjaan yang terdapat pada tempat
mahasiswa melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.
c. Menjadi sarana untuk menjembatani hubungan kerja sama
antar instansi dengan Universitas Negeri Jakarta di masa yang
akan datang, khususnya mengenai rekrutmen tenaga kerja.
7D. Tempat PKL
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Selama kegiatan PKL berlangsung
praktikan ditempatkan di bagian Keuangan dan Pembinaan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan. Berikut adalah informasi mengenai Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.
Tempat : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi DKI Jakarta
Alamat : Jalan Otto Iskandardinata No.53-55, RT.5/RW.9, Bidara
Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, 13330
Nomor Telepon : (021) 8195583
Divisi : Keuangan dan PAPK
Alasan praktikan memilih Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta sebagai tempat
melaksanakan Praktek Kerja Lapangan adalah:
1. Praktikan ingin mengaplikasikan teori-teori akuntansi yang telah saya
pelajari selama berkuliah di jurusan akuntansi, terutama pada mata kuliah
Akuntansi Pemerintahan.
2. Dengan mempelajari dan mengaplikasikan teori pada mata kuliah
Akuntansi Pemerintahan dapat menjadi sarana praktikan untuk
mengabdikan diri pada negara.
8E. Jadwal Pelaksanaan dan Waktu PKL
Dalam pelaksanaan PKL di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI
Jakarta, praktikan melalui 3 tahapan yakni tahapan persiapan, tahapan
pelaksanaan, dan tahapan pelaporan.
a. Tahap Persiapan
Pada tahap ini praktikan menyempatkan diri untuk berkunjung
langsung ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Lapangan Banteng,
pada Kamis, 13 Juni 2019. Praktikan bertanya-tanya mengenai
ketentuan PKL di DJPb. Setelah membaca ketentuan PKL, praktikan
segera mendaftar untuk melaksanakan praktek di Kanwil DJPb
Provinsi DKI Jakarta karena sesuai ketentuan PKL, mahasiswa
program Diploma/Sarjana/Magister pada Perguruan Tinggi dengan
Akreditasi Minimal B dapat melaksanakan PKL di Lingkungan Kantor
Vertikal DJPb.
Praktikan segera memberikan softcopy melalui e-mail dan hardcopy
persyaratan PKL, yang berisi surat keterangan, proposal, dan
curriculum vitae, ke Bagian SDM DJPb. Praktikan menunggu selama
7 hari kerja sampai pada Kamis, 27 Juni 2019, Kanwil DJPb Provinsi
DKI Jakarta menyatakan bersedia memfasilitasi praktikan untuk
melaksanakan PKL di bagian keuangan.
9b. Tahap Pelaksanaan
Praktikan melaksanakan PKL di Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta
selama 45 hari kerja, terhitung dari tanggal 1 Juli - 31 Agustus 2019
dengan ketentuan waktu sesuai dengan perjanjian antara praktikan
dengan perusahaan.
Tabel I.1 Pelaksanaan kegiatan PKL
Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat
Senin-Jumat 08.00-17.00 12.00-13.00
Sumber: Data diolah praktikan.
c. Tahap Pelaporan
Praktikan menyusun laporan PKL terhitung mulai dari 2 September
2019 sampai dengan laporan PKL selesai disusun. Laporan PKL ini
diwajibkan dibuat oleh praktikan yang merupakan syarat kelulusan
bagi setiap mahasiswa Program Studi D3 Akuntansi, Fakultas
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Data-data yang dibutuhkan
untuk menyusun laporan PKL ini praktikan dapatkan selama
melaksanakan kegiatan PKL dengan bimbingan Kepala Subbagian
Keuangan selaku penyelia praktikan dan disusun menjadi laporan PKL




TINJAUAN UMUM KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI DKI JAKARTA
A. Sejarah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI
Jakarta adalah organisasi eselon II di bawah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis,
dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan
dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan
perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 262/PMK.01/2006 tentang organisasi dan Tata Cara Kerja Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI
Jakarta membawahi 5 bidang dan 10 KPPN yang lokasinya tersebar di 3
lokasi, dan masing-masing mempunyai sejarah, prestasi, dan capaian yang
patut dibanggakan. Kontribusi dalam membangun negeri salah satunya dapat
dilihat dari pengelolaan APBN melalui Kementerian/Lembaga yang berlokasi
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di Jakarta, dimana pada tahun 2017 mencapai 77,08% dari total belanja APBN.
1945
Eksistensi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta melalui
metamorfosis panjang yang diawali dengan terbentuknya institusi bernama
Kementerian Keuangan oleh PPKI pada 19 Agustus 1945 dengan Menteri
Keuangan yaitu A. A. Maramis. Selanjutnya melalui Keputusan Menteri
Keuangan tanggal 29 Oktober 1946 ditetapkan berlakunya ORI secara sah
mulai 30 Oktober 1945 pukul 00.00. Pejabat Keuangan bertugas
melaksanakan urusan anggaran negara, perbendaharaan, kas negara, serta
urusan Bank dan Kredit.
1948
Berdasarkan PP No. 51 tahun 1948, Pejabat Keuangan diubah menjadi
Thesauri Negara dengan tugas melaksanakan fungsi anggaran dan
perbendaharaan. Thesauri Negara memiliki kantor daerah yaitu Kantor Pusat
Perbendaharaan Negara, Kantor Kas Negara, Kantor Pengawas Kas Negara,
Kantor Daerah Perjalanan, serta Kantor Pusat Pembayaran Pensiun. Pada awal
orde baru, Thesauri Negara dihapus dan dibentuk Departemen Anggaran
Negara yang terdiri dari 3 Direktorat, salah satunya adalah Direktorat
Perbendaharaan Negara. Kantor-kantor daerah berada dibawah Direktorat
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Jenderal Perbendaharaan tersebut, ketika Departemen Anggaran Negara
dibubarkan, tugas dan fungsi dari Direktorat Perbendaharaan Negara.
1966
Tahun 1966, Deputi Bidang Anggaran berubah menjadi Direktorat Jenderal
Anggaran sehingga otomatis kantor daerah yang semula unit vertikal dari
Deputi Bidang Anggaran menjadi unit vertikal dari Direktorat Jenderal
anggaran (DJA). Pembentukan Kanwil DJA sendiri dilaksanakan semenjak
ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep.407/MK/I/4/1975
tentang penghapusan Inspektorat Perbendaharaan Negara dan pembentukan
Kantor Wilayah Ditjen Anggaran. Kantor Wilayah Ditjen Anggaran inilah
yang merupakan cikal bakal Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
Sejak reformasi keuangan Negara ditandai dengan lahirnya paket Undang-
Undang Bidang Keuangan Negara; memberi konsekuensi penyelarasan
perangkat organisasi Kementerian Keuangan. Sebagai pengelola fiskal,
Kementerian Keuangan membagi pemisahan kewenangan yaitu dalam hal
fungsi pengkajian yang dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF),
fungsi penganggaran yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran
dan Perimbangan Keuangan (Ditjen APK), serta fungsi perbendaharaan yang
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dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen
Perbendaharaan).
2004
Berdasarkan Keppres Nomor 35, 36, dan 37 tahun 2004 serta KMK Nomor
202/KMK/2004 dan 303/KMK/2004, secara hukum unit-unit pengelola
perbendaharaan termasuk Kanwil Ditjen Anggaran melebur dan bernaung
dalam Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sehingga Kanwil XII DJA Jakarta
menyesuaikan nomenlaktur menjadi Kanwil XI Ditjen Perbendaharaan Jakarta.
2008
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No: 101/PMK.01/2008 tahun
2008 nomenlaktur Kanwil XI Ditjen Perbendaharaan Jakarta kembali
mengalami perubahan menjadi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi DKI Jakarta sampai sekarang. Sebagai implementasi layanan
unggulan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta memiliki 10
kantor layanan (KPPN) dan satu unit layanan di kanwil. Konsep pelayanan
satu atap dan one stop service, dilaksanakan pada Service Center yang
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terpusat di ruang front office dengan tujuan mempercepat proses layanan dan
meminimalisasi terjadinya gratifikasi.
Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan,
supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi,
analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang
perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kantor Wilayah
menyelenggarakan fungsi:
1. penelaahan dan pengesahan atas revisi dokumen pelaksanaan anggaran;
2. pelaksanaan bimbingan teknis clan supervisi atas pelaksanaan anggaran;
3. penyusunan reviu belanja pemerintah (spending review) dan reviu
pelaksanaan anggaran;
4. pembinaan teknis sistem akuntansi;
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana transfer;
6. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah;
7. pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum (BLU);
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8. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP);
9. pembinaan dan monitoring atas investasi pemerintah, pinjaman, dan
kredit program di daerah;
10. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
11. pelaksanaan layanan bersama Kementerian Keuangan di daerah; ·
12. pemberian pembinaan terkait dengan kewenangan dan pelaksanaan teknis
perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN);
13. pelaksanaan manajemen mutu layanan dan koordinasi inovasi layanan;
14. pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer
relationship management);
15. pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
16. pelaksanaan konsolidasi data Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
17. pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. pelaksanaan kepatuhan internal; dan
19. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah
1. Visi dan Misi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
a. Visi
Adapun visi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
adalah sebagai berikut:
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Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat
Regional, “To be the best state treasury manager regional”
b. Misi
Adapun misi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden,
efisien, dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu,
efektif, dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang
akuntabel, transparan dan tepat waktu;
4. Mewujudkan pelaksanaan proses bisnis, implementasi aplikasi
dan kepatuhan internal yang handal, efektif, dan efisien;
5. Mewujudkan pembinaan pelaksanaan pelaksanaan anggaran
daerah sesuai prinsip kesetaraan, kerjasama, kemanfaatan
bersama dan keterbukaan informasi.
2. Budaya Organisasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI
Jakarta
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Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta mempunyai
budaya organisasi yang harus senantiasa dipatuhi oleh setiap komponen
yang berada di dalamnya. Budaya tersebut sejalan dengan budaya
organisasi di lingkungan DJPb tahun 2018-2020. Budaya tersebut dikenal
dengan SMILE-C, yaitu:
a. Share and Care
Setiap pegawai saling peduli dan berbagi untuk meningkatkan
kerjasama.
b. Modern
Pelaksanaan pekerjaan terkait tugas dan fungsi DJPb didukung
oleh teknologi yang modern.
c. Innovative
DJPb mendorong setiap pegawai untuk berinovasi.
d. Learn
Para pegawai di lingkungan DJPb diharapkan untuk terus
belajar baik di kantor maupun di luar kantor.
e. Effective and Efficient
Efektif yaitu setiap pekerjaan dilakukan untuk mencapai
tujuan organisasi dalam batas waktu yang ditentukan. Efisien
yaitu mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan input
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(biaya) yang sama untuk menghasilkan output (hasil) yang
lebih besar).
f. Commitment
DJPb berkomitmen menjaga nilai Kementerian Keuangan dan
terus meningkatkan prestasi.
B. Struktur Organisasi
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara mempunyai
struktur perusahaan yang terdiri dari satu bagian umum dan empat bidang.
Kepala bagian dan bidang merupakan pejabat Eselon III, yang dalam tingkat
Kementerian berpangkat Pembina atau penata atau manajer madya satuan
instansi. Pejabat Eselon III berfungsi sebagai penanggung jawab penyusunan
dan realisasi program-program yang diturunkan dari strategi instansi yang
ditetapkan oleh Eselon II atau Kepala Kanwil. Pejabat Eselon III
melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing yang dibantu oleh
Pejabat Eselon IV yang merupakan kepala seksi atau kepala subbagian. Untuk
mendapatkan hasil kerja memuaskan, kepala seksi atau kepala subbagian
dibantu oleh karyawan yang bertugas sebagai Pelaksana.
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Gambar II.1 Struktur Organisasi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI
Jakarta
(Sumber: Website Resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan)
Adapun penjelasan struktur organisasi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan,
khususnya Bagian Umum dan Bidang PAPK, adalah sebagai berikut:
1. Bagian Umum
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
organisasi, dukungan sarana dan prasarana kerja, melaksanakan urusan
kepegawaian dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) , keuangan,
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tata usaha, rumah tangga, kehumasan ·dan Keterbukaan Informasi Publik
(KIP), protokoler pimpinan, dan pengelolaan kinerja.
Bagian Umum terdiri atas:
a. Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan
administrasi kepegawaian, pembinaan pegawai, budaya
organisasi, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan
penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga
(RKA-KL), urusan kebendaharaan, pengujian SUrat
Permintaan Pembayaran (SPP) dan penerbitan surat perintah
membayar, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.
c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja,
program dan laporan kegiatan, melakukan pengadaan barang
dan jasa, pembuatan komitmen, pengujian tagihan, pengajuan
permintaan pembayaran, melakukan urusan perlengkapan dan
rumah tangga, tata usaha, kehumasan, protokoler pimpinan,
dan pelaksanaan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP),
serta monitoring dan evaluasi pemenuhan sarana dan prasarana.
d. Subbagian Penilaian Kinerja mempunyai tugas melakukan
pengelolaan kinerja yang meliputi penyusunan sasaran strategis
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dan indikator kinerja, pemantauan, penilaian, evaluasi dan
pelaporan kinerja, penyusunan dan pelaporan analisis beban
kerja, serta koordinasi tindak lanjut arahan pimpinan.
2. Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis sistem
akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan konsolidasi penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tingkat Kuasa Bendahara Negara
(BUN), melaksanakan penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
sesuai dengan Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah (PUSAP),
melaksanakan penyusunan statistik keuangan sesuai dengan Government
Finance Statistics (GFS), serta melaksanakan analisis atas laporan
keuangan.
Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri atas:
a. Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknis
sistem akuntansi, melakukan bimbingan teknis dan/atau
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penyuluhan dalam rangka implementasi standar akuntansi
pemerintahan pada instansi pusat, melakukan analisa hasil
telaah Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), penilaian kualitas
Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN)
Daerah, pembinaan akuntansi pusat kepada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN), serta pelaksanaan tugas
Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury management
representative).
b. Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknis
sistem akuntansi, melakukan bimbingan teknis dan/atau
penyuluhan dalam rangka implementasi standar akuntansi
pemerintahan pada instansi daerah, serta melakukan koordinasi
dan kompilasi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan
dokumen pendukung.
c. Seksi Analisa, Statistik, dan Penyusunan Laporan Keuangan
mempunyai tugas melakukan monitoring penyelesaian
rekonsiliasi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN), konsolidasi laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W),
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melakukan penyusunan, monitoring, evaluasi, dan konsolidasi
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tingkat
Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN), melakukan
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat
Wilayah (LKPK-TW) sesuai dengan Pedoman Umum Sistem
Akuntansi Pemerintah (PUSAP), melakukan penyusunan
laporan Gabungan Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN)
tingkat Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum
Negara tingkat Kantor Wilayah (UAKKBUN-Kanwil),
melakukan penyusunan kertas kerja konsolidasi Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPPTW), dan
melakukan penyusunan Laporan Statistik Keuangan
Pemerintah sesuai dengan manual Statistik Keuangan
Pemerintah (Government Finance Statistics), serta melakukan
analisis atas laporan keuangan.
C. Kegiatan Perusahaan
Kanwil Ditjen Perbendaharaan merupakan unit eselon II di bawah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Keberadaan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, salah satunya adalah
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Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Sebagai instansi vertikal
DJPb sebagaimana yang dimaksud Peraturan Menteri Keuangan Nomor
262/PMK.01/2016, Kanwil mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,
pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis,
monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan




PELAKSANAKAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
A. Bidang Kerja
Praktikan melaksanakan PKL di Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi DKI Jakarta selama 45 hari kerja terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019
- 30 Agustus 2019. Selama melaksanakan kegiatan PKL, praktikan
ditempatkan di Bagian Umum, Subbagian Keuangan, yang dipimpin oleh
Bapak Ranu. Beliau selanjutnya berperan sebagai pembimbing atau mentor
saya selama melaksanakan PKL. Praktikan berada di Subbagian Keuangan
selama 22 hari kerja, terhitung dari tanggal 1 Juli - 2 Agustus 2019.
Selanjutnya praktikan juga dirotasi ke Bidang Pembinaan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan (Bidang PAPK). Rotasi ini dimaksudkan agar Praktikan
dapat mempelajari bagaimana pelaporan akuntansi dan keuangan pemerintah.
Berbeda dengan KPPN yang setiap bidangnya berhubungan satu sama lain.
Pada Kantor Wilayah, setiap bidang memiliki fungsi dan tujuannya masing-
masing yang berdiri sendiri.
1. Subbagian Keuangan
Secara umum, Subbagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:




c. Pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
d. Penerbitan surat perintah membayar
e. Urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.
Berikut ini merupakan tugas Praktikan selama melaksanakan PKL di
Subbagian Keuangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI
Jakarta:
a. Membuat anggaran belanja modal tahun 2020
b. Membuat kalender kegiatan versus realisasi tahun anggaran
2019
2. Bagian PAPK
Secara umum, Bagian PAPK mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis sistem
akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat dan pemerintah
daerah
b. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan konsolidasi
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
tingkat Kuasa Bendahara Negara (BUN)
c. Melaksanakan penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah
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Daerah sesuai dengan Pedoman Umum Sistem Akuntansi
Pemerintah (PUSAP)
d. Melaksanakan penyusunan statistik keuangan sesuai dengan
Government Finance Statistics (GFS)
e. Melaksanakan analisis atas laporan keuangan.
Berikut ini merupakan tugas Praktikan selama melaksanakan PKL di
Bagian PAPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta:
a. Membuat revisi CALK
B. Pelaksanaan Kerja
1. Membuat usulan belanja modal tahun 2020
Membuat usulan belanja modal tahun 2020 merupakan tugas yang
praktikan lakukan selama pelaksanaan PKL di Bagian Keuangan.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2007 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, belanja
modal adalah belanja pemerintah pusat yang dilakukan dalam rangka
pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.
Berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat usulan belanja
modal tahun 2020:
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a. Menerima rincian barang yang akan dibeli. Rincian tersebut berisi
barang apa saja yang harus dibeli, volume yang harus dibeli, dan pagu
anggaran tiap barang (Gambar III.1);
Gambar III.1 Tampilan Rincian Barang yang Akan Dibeli
(Sumber: Subbagian Keuangan Kanwil DJPb Prov. DKI Jakarta)
b. Menerima flashdisk berisikan soft file folder usulan belanja modal
sebelumnya dan TOR (Term of Reference) dari pembimbing sebagai
acuan mengerjakan;
c. Mencari barang tersebut di situs jual beli yang kredibel dan dapat
dipercaya, seperti Informa, Ikea, dan jakartanotebook.com. Harga
barang tidak boleh melebihi pagu yang telah ditetapkan;
d. Men-screenshot barang yang sesuai dengan kriteria dengan cara
menekan Print Screen pada keyboard komputer dan di-paste di
Microsoft Word (Gambar III.2);
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Gambar III.2 Tampilan Screenshoot Usulan Barang Modal
(Sumber: data diolah praktikan)
e. Membuka Microsoft Excell, lalu membuat perhitungan Rencana
Anggaran dan Biaya barang tersebut;
f. Membuat kolom nomor, uraian pekerjaan (tipe barang), spesifikasi
barang, volume yang harus dibeli, harga satuan, dan jumlah harga;
g. Mengisi uraian pekerjaan dan spesifikasi sesuai dengan produk yang
telah ditemukan;
h. Menghitung jumlah harga, yaitu volume dikali harga satuan, dengan
menggunakan rumus “=SUM(E12*G12)” (Gambar III.3);
i. Menghitung Increase sebesar 5% dengan menggunakan rumus
“=SUM(H22*5%+H22)” (Gambar III.3);
j. Menghitung PPN sebesar 10%. Dasar pengenaan PPN adalah nilai
increase barang (Gambar III.3);
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k. Mentotal increase dan PPN dengan menggunakan rumus
“=SUM(H23+H24)” (Gambar III.3);
l. Melakukan pembulatan ke atas kepada total anggaran barang tersebut
(Gambar III.3);
Gambar III.3 Tampilan Rencana Anggaran dan Biaya
(Sumber: data diolah praktikan)
m. Membuka file TOR barang di Microsoft Word dan meng-input jenis
keluaran dan volume keluaran barang, serta total biaya pengadaan
barang tersebut (Gambar III.4);
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Gambar III.4 Tampilan Term of Reference
(Sumber: data diolah praktikan)
n. Menyimpan semua file dalam satu folder;
o. Memberikan flashdisk kepada pembimbing praktikan yang berisikan
usulan belanja modal tahun 2020 yang telah praktikan kerjakan.
2. Membuat kalender kegiatan versus realisasi tahun anggaran 2019
Tugas praktikan selanjutnya adalah membuat revisi kalender
kegiatan versus realisasi. Praktikan bertugas untuk membuat revisi
kalender kegiatan versus realisasi bulan April sampai Juni. Pembuatan
kalender ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana rencana/anggaran
terealisasi pada setiap bidang di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
DKI Jakarta. Kalender kegiatan ini dibuat dengan cara memandingkan
rencana dengan realisasi pada bulan April, Mei, dan Juni tahun 2019.
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Berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat kalender
kegiatan versus realisasi tahun anggaran 2019:
a. Menerima Kartu Pengawasan Pagu RKAKL TA 2019 (Realisasi) dan
Kalender Kegiatan vs. Realisasi dari pembimbing PKL praktikan
dalam bentuk soft file di flashdisk;
b. Menganalisis komponen realisasi pada kartu pengawasan pagu.
Apabila terdapat realisasi di bulan tersebut, ditulis di kalender kegiatan
versus realisasi pada kolom realisasi sesuai dengan uraian akun yang
direalisasi (Gambar III.4);
Gambar III.5 Tampilan Kartu Pengawasan Pagu
(Sumber: Bagian Keuangan)
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c. Jika semua realisasi sudah di-input, maka selanjutnya adalah mentotal
seluruh rencana di kolom I, K, dan M, dan realisasinya di kolom J, L,
dan N pada bagian akhir per bidang (Gambar III.6 dan III.7);
Gambar III.6 Tampilan Kalender Kegiatan
(Sumber: Data diolah praktikan)
Gambar III.7 Tampilan Kalender Kegiatan.
(Sumber: Data diolah praktikan)
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d. Menghitung persentase (akumulasi) dengan menggunakan rumus
berikut, misalnya menghitung persentase Bidang PAPK
April : Rencana (=(C94+E94+G94+I94)/$W$95)
Realisasi (=(D94+F94+H94+J94)/$W$95)
Mei : Rencana (=(C94+E94+G94+I94+K94)/$W$95)
Realisasi (=(D94+F94+H94+J94+L94)/$W$95)
Juni : Rencana (=(C94+E94+G94+I94+K94+M94)/$W$95)
Realisasi (=(D94+F94+H94+J94+L94+N94)/$W$95)
Kolom W95 atau kolom paling ujung di persentase merupakan pagu
yang telah ditetapkan di kartu pengawasan (Gambar III.8);
Gambar III.8 Tampilan Kalender Kegiatan
(Sumber: Data diolah praktikan)
e. Setelah setiap bidang dihitung, total semua jumlah yang ada di setiap
bidang dengan menggunakan rumus SUM;
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f. Menghitung persentase (akumulasi) dari grand total dengan
menggunakan rumus berikut (Gambar III.9),
April : Rencana (=(C402+E402+G402+I402)/$W$403)
Realisasi (=(D402+F402+H402+J402)/$W$403)
Mei : Rencana (=(E402+C402+G402+I402+K402)/$W$403)
Realisasi (=(F402+D402+H402+J402+L402)/$W$403)
Juni : Rencana (=(SUM(C402:M402))/W403)
Realisasi (=(SUM(D402:N402))/W403)
Gambar III.9 Tampilan Kalender Kegiatan
(Sumber: Data diolah praktikan)
g. Menyimpan semua file dalam satu folder;
h. Memberikan flashdisk kepada pembimbing praktikan yang berisikan
usulan belanja modal tahun 2020 yang telah praktikan kerjakan.
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3. Membuat revisi Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Konsolidasian
Selama praktikan berada di bidang PAPK, praktikan mendapat
tugas untuk merevisi CaLK. CaLK meliputi penjelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Laporan Perubahan SAL,
Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca,
dan LAK. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi
yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang
diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang
diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
Penulisan CaLK sangat penting dalam siklus akuntansi, di mana
pada CaLK tersebut terdapat penjelasan naratif yang mendetail dari angka
yang didapatkan. Revisi CaLK dilakukan karena terdapat beberapa
kesalahan peng-input-an data atau angka pada penjelasan. Praktikan
bertugas untuk mengecek angka tersebut dan merevisinya apabila terdapat
kesalahan.
Berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat revisi CaLK
Konsolidasian:
a. Menerima soft file berupa template Laporan Realisasi Anggaran
Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi DKI Jakarta TA
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2018 (Audited) dan draft Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Pelaporan Statistik Keuangan
Pemerintah Tingkat Wilayah Kanwil DPJb Provinsi DKI Jakarta TA
2018 Unaudited;
b. Membuka Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat
Wilayah lalu ke bagian B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi
Anggaran Konsolidasian;
c. Membuka Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian
Tingkat Wilayah Provinsi DKI Jakarta TA 2018 (Audited) (Gambar
III.10);
Gambar III.10 Tampilan LRA Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
DKI Jakarta TA 2018 (Audited)
(Sumber: Bagian PAPK)
d. Memasukkan angka yang terdapat di LRA Konsolidasian ke CaLK
berdasarkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Eliminasi, dan
38
Konsolidasi. Selanjutnya, praktikan akan menampilkan data
Penerimaan Perpajakan sebagai contoh (Gambar III.10);
Gambar III.11 Tampilan CaLK
(Sumber: Bagian PAPK dan diolah oleh praktikan)
e. Penerimaan pajak terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Dalam Negeri dan
Pajak Perdagangan Internasional. Pertama-tama praktikan mengisi
Pajak Dalam Negeri dengan menggunakan angka yang terdapat pada
summary LRA Pemerintah Konsolidasian (Gambar III.12 dan Gambar
III.13);
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Gambar III.12 Tampilan CaLK
(Sumber: Bagian PAPK dan diolah oleh praktikan)
Gambar III.13 Tampilan Summary
(Sumber: Bagian PAPK)
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f. Nomor akun yang tertera di summary dapat dilihat melalui aplikasi e-
Rekon (Login > Referensi COA Non Entitas > Akun) (Gambar III.14);
Gambar III.14 Tampilan Chart of Accounts di aplikasi eRekon
(Seumber: Aplikasi eRekon)
g. Step di atas berlaku pula pada pos/akun lainnya;
h. Memberikan flashdisk kepada pembimbing praktikan yang berisikan
revisi CaLK Konsolidasian yang telah praktikan kerjakan.
C. Kendala yang Dihadapi
1. Pada saat melaksanakan kegiatan PKL, praktikan merasakan perbedaan
antara yang praktikan pelajari di perkuliahan. Selama mengikuti
perkuliahan, praktikan belum mengenal istilah-istilah dan singkatan yang
sering digunakan di Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta sehingga
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praktikan merasakan kesulitan untuk mengetahui maksud atau
kepanjangan dari istilah dan singkatan tersebut.
D. Cara Mengatasi Kendala
1. Praktikan berinisiatif untuk mencari tahu istilah-istilah dan singkatan
yang praktikan temukan di internet, lalu menghafalnya. Praktikan juga






Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, praktikan memperoleh banyak
pelajaran dalam mengaplikasikan ilmu Akuntansi Pemerintahan yang telah
praktikan pelajari pada perkuliahan, terutama pada analisis laporan keuangan
pemerintah. Sesuai dengan tujuan awal dijalankannya PKL oleh Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, kegiatan ini diharapkan untuk
memberikan gambaran kepada mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja di
masa yang akan datang.
Praktikan belajar banyak tentang bagaimana implementasi Akuntansi
Pemerintahan yang sebenarnya terjadi di dunia nyata, atmosfer dunia kerja
yang sesungguhnya, dan hal-hal lain yang baru praktikan ketahui saat
melaksanakan kegiatan PKL. Dengan demikian, berikut adalah kesimpulan
yang dapat praktikan peroleh dari kegiatan PKL di Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta:
1. Praktikan dapat melaksanakan kegiatan sebagai praktikan di
Subbagian Keuangan, yang pada selanjutnya praktikan melaksanakan
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kegiatan PKL di Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan (PAPK);
2. Praktikan dapat mengetahui cara membuat usulan belanja modal
pemerintah
3. Praktikan dapat mengetahui cara membuat kalender realisasi anggaran;
4. Praktikan dapat mengetahui situasi nyata dunia kerja melalui Gugus
Kenali Mutu yang dilaksanakan dan kegiatan sehari-hari selama di
kantor, khususnya pada PNS/ASN di lingkungan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah praktikan paparkan di atas, berikut
ini adalah saran yang dapat praktikan berikan dalam pelaksanaan kegiatan
Praktik Kerja Lapangan, yaitu:
1. Bagi praktikan selanjutnya
a. Praktikan sebaiknya melakukan survei dan pengajuan lamaran
Praktik Kerja Lapangan dari jauh hari agar tidak tergesa-gesa;
b. Praktikan sebaiknya menyiapkan diri sebelum kegiatan dimulai.
Baik dari menyiapkan fisik dan mental, maupun pengetahuan
umum tentang perusahaan terkait, dengan cara seperti
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mempelajari seluk beluk perusahaan dan memahami Standar
Operasional Pekerjaan (SOP);
c. Praktikan harus teliti, fokus, dan kreatif saat mengerjakan tugas
yang diberikan. Praktikan juga harus aktif bertanya untuk
meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi.
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
a. Membuat kerjasama dengan perusahaan agar dapat
menyalurkan mahasiswa FE UNJ untuk melaksanakan kegiatan
PKL di perusahaan tersebut;
b. Membuat pengarahan pra-PKL dari jauh hari agar mahasiswa
dapat mempersiapkan dirinya dengan baik.
3. Bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
a. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
diharapkan dapat lebih mengarahkan mahasiswa yang sedang
melaksanakan kegiatan PKL;
b. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta bagian
PAPK diharapkan mempunyai komputer khusus untuk
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